Pemprov Riau Siapkan Anggaran Rp318 Miliar untuk BKK Desa pada 2024SELEKSI PPPK 2024 DIPRIORITASKAN TENAGA TEKNIS
[image: https://infopublik.id/assets/upload/headline/tahun-ini-pemprov-riau-siapkan-ang.jpg] [image: InfoPublik - PPPK Berlaku Efektif November 2023, Pemkot Lakukan Pendataan  PTT]
Sumber gambar: 
https://www.infopublik.idhttps://infopublik.id/assets/upload/headline//tahun-ini-pemprov-riau-siapkan-ang.jpg


PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini akan kembali melakukan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk seleksi tahun ini, Pemprov Riau akan lebih mengutamakan untuk tenaga teknis.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Mamun Murod mengatakan, dari kuota 6.360 PPPK Pemprov Riau tahun 2024 yang disetujui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sebanyak 5.095 merupakan untuk formasi tenaga teknis.
“Kita sudah menerima rincian formasi dari Kemenpan-RB, memang itu paling banyak untuk formasi tenaga teknis sebanyak 5.095 orang,” katanya. Lebih lanjut dikatakannya, kemudian formasi untuk tenaga guru sebanyak 1.114 orang dan tenaga kesehatan 151 orang. Hal ini karena penerimaan PPPK Pemprov Riau tahun 2023 diprioritas untuk tenaga pendidikan dan kesehatan.
[bookmark: _GoBack] “Makanya tahun ini formasi tenaga teknis lebih banyak dibanding formasi tenaga guru dan kesehatan. Karena kita ingin menata non ASN Pemprov Riau yang ada,” sebutnya Murod menyampaikan, jika formasi PPPK Pemprov Riau yang disetujui Kemenpan-RB tidak ada perubahan atau sesuai dengan usulanS Pemprov Riau. “Formasi PPPK yang disetujui sama dengan yang kita usulkan, tidak ada perubahan. Formasi PPPK tahun ini memang lebih banyak untuk tenaga teknis, karena kita ingin menata non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada,” ujarnya. 
Setelah menerima formasi 6.360 kuota PPPK Pemprov Riau tersebut, pihaknya saat ini menunggu petunjuk teknis untuk pelaksanaan seleksi. “Untuk waktu seleksinya kami masih menunggu petunjuk teknisnya. Tapi yang jelas akan dilaksanakan tahun ini juga,” sebutnya.(gem)

Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau selama kurun waktu tahun 2019-2024 telah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa. Total jumlah bantuan yang diserahkan selama lima tahun tersebut berjumlah Rp1.447.809.529.000.
Sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) SF Hariyanto mengatakan, total desa yang mendapatkan BKK di Riau sebanyak 1.591 yang tersebar di 10 kabupaten di Riau. Dengan rincian desa di Kabupaten Kampar berjumlah 242 desa, Indragiri Hulu (Inhu) 178 desa, Bengkalis 136.
“Kemudian Indragiri Hilir (Inhil) 197 desa, Pelalawan 104 desa, Rokan Hulu (Rohul) 139 desa, Rokan Hilir (Rohil) 159 desa, Siak 122 desa, Kuantan Singingi (Kuansing) 218 desa dan Kepulaun Meranti 96 desa,” kata SF Haryanto, Jumat (5/1). 
Sementara itu, untuk alokasi BKK desa per tahunnya yakni tahun 2019 sebesar Rp318.200.000.000, Tahun 2020 sebesar Rp135.235.000.000, Tahun 2021 sebesar Rp159.100.000.000. Lalu, Tahun 2022 sebesar Rp238.650.000.000. Tahun 2023 sebesar Rp278.425.000.000.
“Sementara itu untuk tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp318.199.529.000. Untuk alokasi BKK tahun 2024 juga akan segera dikirimkan ke desa-desa penerima,” sebutnya.
Untuk jumlah kabupaten penerima BKK terbesar selama lima tahun yakni Kabupaten Kampar sebesar Rp215.200.198.000, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) total mendapat Rp157.808.702.000, Bengkalis Rp132.957.384.000.
“Kemudian Indragiri Hilir (Inhil) Rp183.582.126.127, Pelalawan Rp95.424.892.783, Rokan Hulu (Rohul) Rp131.635.341.000, Rokan Hilir (Rohil) Rp138.482.221.000. Kemudian, Siak Rp113.835.718.000, Kuantan Singingi Rp192.397.442.000, dan Kepulaun Meranti Rp86.485.424.000,” paparnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada 2024 ini kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp318.199.529,000 atau Rp318 miliar lebih untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa, di Riau sendiri terdapat 1.591 desa. Dengan begitu, BKK Pemprov Riau 2024 rata-rata Rp200 juta masing-masing desa. Namun bantuan tersebut disesuaikan dengan klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Indeks Desa Membangun (IDM). 
"Tahun ini kita tetap menyiapkan anggaran untuk BKK desa sebesar Rp318 miliar lebih," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD-Dukcapil) Riau, Djoko Edy Imhar, Kamis (11/1/2024). 
Djoko Imhar menjelaskan, untuk klasifikasi BUMDes maju dan IDM mandiri, maka desa akan mendapatkan BKK Pemprov sebesar Rp234 juta.  Kemudian, untuk IDM mandiri, maju dan berkembang dengan klasifikasi BUMDes dasar dan tumbuh, maka BKK yang akan diterima sebesar Rp179 juta. 
"Jadi kalau kita rata-ratakan bantuan keuangan ini yang diterima sebesar Rp200 juta masing-masing desa. Memang kita memberi reward bagi desa yang mendorong desanya menjadi mandiri dan BUMDes yang maju, jadi kita memberikan lebih," jelasnya. 
Djoko menjelaskan, perbedaan lebih yang diterima desa mandiri dan BUMDes maju berada pada anggaran perjalanan dinas. Sebab, klasifikasi IDM dan BUMDes sangat menentukan besaran reward biaya perjalanan dinas. "Misalnya untuk desa dengan klasifikasi IDM mandiri dan BUMDes maju, itu besaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp28 juta, dengan rincian Rp17 juta untuk pemerintah desa dan Rp8 juta untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian Rp3 juta untuk operasional desa," terangnya. 
"Jadi masing-masing desa punya besaran reward biaya perjalanan dinas. Itu disesuaikan dengan klasifikasi BUMDes dan IDM desa itu sendiri. Reward ini sudah dituangkan dalam petunjuk teknis (Juknis) BKK desa. Termasuk pelaksanaannya diatur di dalam Juknis," tandasnya.
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Catatan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. 
Hak dan kewajiban PPPK sama dengan PNS yaitu hak dan kewajiban sebagai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UU 20/2023, sebagai berikut:
1. PPPK berhak untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel yang terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.
2. PPPK mempunyai kewajiban:
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintahan yang sah;
b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
d. menjaga netralitas; dan
e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme bekerja PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP 49/2018). Pasal 1 angka 1 PP 49/2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Manajemen PPPK adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Manajemen PPPK tersebut meliputi:
1. Penetapan Kebutuhan
Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK disusun oleh setiap instansi pemerintah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penyusunan kebutuhan dimaksud dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
2. Pengadaan
Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Pengadaan PPPK dilaksanakan melalui tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

3. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan yang dilakukan pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan serta dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
4. Penggajian dan tunjangan
PPPK diberi gaji dan tunjangan seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.
5. Pengembangan Kompetensi
Untuk mendukung pelaksanaan tugas, setiap PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan dalam rangka pengembangan kompetensi yang dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahum masa perjanjian kerja. Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.
6. Pemberian Penghargaan
PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian:
a. tanda kehormatan;
b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
7. Disiplin
PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. Disiplin PPPK ditetapkan oleh PPK pada setiap instansi pemerintah berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.
8. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
a. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
1) jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
2) meninggal dunia;
3) atas permintaan sendiri;
4) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau 
5) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
b. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
1) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
2) melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
3) tidak mematuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
c. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
Disclaimer:
Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa, bantuan keuangan ini diberikan kepada desa untuk digunakan sebagai prioritas pembangunan Provinsi untuk kegiatan dibidang:
Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa; dan 
Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan serta pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan melalui kegiatan berbasis masyarakat. Tujuan dari pemberian Bantuan Keuangan adalah:
meningkatkan peran serta Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrakstruktur perdesaan;
meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan keija dan sumber pendapatan Desa dan masyarakat Desa; dan
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Bantuan keuangan akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Gubernur akan menetapkan daftar desa penerima bantuan keuangan beserta besaran uang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, selanjutnya pelaksanaan bantuan keuangan khusus desa akan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Bantuan Keuangan kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/Yuniati SilitongaDAS                                                           1


image1.jpeg




image2.jpeg
\
,LJ,
g

PEPK
|




